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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat

sifat pemerintahan yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas

untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas. Anggaran juga merupakan

suatu daftar atau pernyataan yang terperinci mengenai pengeluaran dan

penerimaan negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Rencana

penerimaan dan pengeluaran belanja dirancang oleh pemerintah kemudian

diajukan kepada lembaga legislatif yang kemudian mempertimbangkannya dan

selanjutnya memutuskan serta menetapkannya didalam Undang-Undang.

Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk

hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan dapat dibedakan menjadi dua

yaitu pemberian bantuan yang harus dikembalikan dan tidak dikembalikan.

Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi

internasional sering disebut sebagai grant. Hibah merupakan bentuk bantuan yang

tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan

komitmen tertentu. Pemberian hibah harus tetap dilaksanakan secara berhati-hati,

karena tidak jarang pemberian hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial

yang lain. Pemberian uang, barang atau jasa harus tetap dilihat dampak jangka

panjang dan tetap barus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi

pemerintah.



Belanja bantuan dana hibah sebagai salah satu komponen dari keuangan

pada daerah yang setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selayaknya

dikelola secara tepat sasaran, secara tertib, taat peraturan perundang-undangan,

efisien dan efektif, ekonomis, efektif, transparan dan bertangung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh

karena itu, Belanja Hibah sejatinya diperuntukan dalam rangka akselerasi

pembangunan daerah guna mencapai kesejahteran rakyat (Debie Handayani,

2013: 4).

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak

mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu, hibah dapat

diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Sedangkan pengelolan hibah

dan bantuan sosial terdiri dari pihak yang melaksanakan fungsi otorisasi adalah

Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah dan Kepala SKPD

dan SKPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang melaksanakan fungsi

ordonasi.

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa :

“Hibah adalah Pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada       pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggarakan urusan peemrintah daerah”



Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah

dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan

diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012

telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang

diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari

2012 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Dani Endarso. 2014: 4-5).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

memberikan pengaturan terkait dengan hibah sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah dan hibah daerah sebagai salah satu jenis belanja daerah,

yakni:

a. Pasal 1 poin 9 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian
dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain
kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa hibah kepada Pemerintah
Daerah berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam
negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah
dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, badan
usaha milik negara.

Dengan adanya bantuan dana hibah dari pemerintah tentu diperlukan adanya

proses pengelolaan pemberian dana hibah, hibah dapat diberikan berupa uang,

barang atau jasa. Adapun pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dilakukan dengan



memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk

masyarakat dan pemberian dana hibah dilakukan dengan prinsip selektif,

akuntabel, transparan dan keadilan.

Pada  penelitian ini penulis membatasi hanya terhadap pemberian bantuan

hibah yang berupa uang yang bersumber dari APBD,  dalam proses pemberian

dana hibah berupa uang maka penulis mengolah data yang berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD mengenai Pengelolaan pemberian

Dana Hibah yakni sebagai berikut :

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012

Gambar 1. Alur Pemberian Dana Hibah Berupa Uang

Berdasarkan Gambar 1 dalam alur pemberian dana hibah dapat dilihat

bahwa ada beberapa tahapan yaitu memenuhi syarat minimal pemberian hibah,

pengajuan judul/ permohonan bantuan hibah, penganggaran, penetapan,

penyaluran dana hibah, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, adanya

Penganggaran
yang dilakukan

Tim TAPD

Pengajuan
Judul/Permohonan
Bantuan Hibah Kepada
Pihak BPKAD

Memenuhi Syarat
Minimal Pemberian
Hibah

Monitoring dan
Evaluasi Dana

Hibah

Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah
oleh Penerima hibah

Penyaluran Dana Hibah
kepada penerima hibah

Penetapan nama
penerima hibah

berdasarkan hasil
rapat Tim TAPD



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bertujuan agar pemberi hibah dalam hal

ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah melakukan

pekerjaan sesuai dengan standar dan agar tidak terjadi kesalahan hasil kerja

yang mengakibatkan kerugian, baik secara waktu ataupun secara finansial dan

juga agar penerima hibah mengetahui informasi dan pemahaman mengenai alur

pemberian dana hibah mulai dari memenuhi syarat sebagai penerima hibah

sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban yang haus diberikan kembali

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan umum yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang dalam pengelolaan pemberian dana hibah antara lain:

1. Kesulitan dalam administrasi ataupun pendataan penerima hibah

Pengelolaan pemberian dana hibah tentu perlu adanya perencanaan

penerima hibah, dalam proses tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota palembang  memiliki permasalahan yakni setelah mendapatkan

hasil penerima hibah dari tim TAPD barulah adanya proses pemenuhan syarat

pemohon hibah dan ditahap inilah masih banyak lembaga ataupun masjid dan

yayasan yang belum memiliki NPWP dan belum terdaftar sehingga dalam

prosenya harus dibuatkan terlebih dahulu.

2. Masih ada penerima hibah yang tidak memberikan pelaporan pertanggung

jawaban kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang.



Pelaksanaan pelaporan  pertanggungjawaban masih ada penerima hibah

yang lupa atau tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada

pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga pihak yang

berkaitan dapat memberikan peringatan dan juga sebelum proses pemberian

dana hibah langsung kepada penerima hibah pihak BPKAD sudah

mengingatkan mengenai masalah keharusan memberikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan jika dalam batas waktu

yang telah ditentukan maksimal 10 januari tahun berikutnya belum juga

diberikan akan ada surat peringatan dan juga sanksi hukum, tetapi

sebelumnya pihak SKPD terkait harus kelapangan untuk memonitori secara

langsung dan meminta hasil laporan dan pertanggungjawaban dari

penerima hibah karena arsip laporan dan pertangungjawaban merupakan

salah satu aspek penting dalam proses pengelolaan pemberian dana hibah

terutama jika ada tim Badan Pengawas Keuangan yang memeriksa.

Adapun rincian alokasi pemberian dana hibah berupa uang yang dikelola

oleh  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

berdasarkan daftar nama penerima dan besaran alokasi dana hibah kelompok

masyarakat maupun alokasi dana hibah pemerintah Tahun Anggaran 2014, yakni

sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penerima Dan Jumlah Alokasi Dana Hibah Berupa Uang
Tahun Anggaran 2014



Sumber : Arsip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1 dikemukakan bahwa jumlah pemberian alokasi dana

hibah berupa uang pada tahun anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 11.960.395.000,

pemberian alokasi dana hibah yang paling besar diberikan kepada

Badan/Lembaga/Organisasi Kota Palembang yaitu sebesar Rp. 5.022.000.000

terdiri dari 9 Badan/Lembaga/Organisasi Kota Palembang yaitu PMI, SPS PAUD

Permata Bunda, PRAMUKA, KONI, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota

Palembang, Yayasan Darul Ulum, Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa Wilayah

Sumatera Selatan, SMK Penggali Nusantara, dan Pecinta Alam Universitas PGRI

Palembang, pemberian dana hibah kepada Kelompok atau anggota masyarakat

sebesar Rp.2.836.950.000 terdiri dari 194 Rumah Ibadah dan 2 kelompok

masyarakat yang ada di wilayah kota Palembang, pemberian dana hibah kepada

No. Penerima Hibah 2014

1 PEMERINTAH Rp.  350.000.000
2 PERUSAHAAN

DAERAH/BUMD/BUMN
Rp. 3.751.445.000

3 BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI
KOTA PALEMBANG

Rp. 5.022.000.000

4 KELOMPOK ATAU ANGGOTA
MASYARAKAT

Rp. 2.836.950.000

Rp. 11.960.395.000



Perusahaan Daerah/ BUMD /BUMN sebesar Rp. 3.751.445.000 sedangkan

pemberian dana hibah terendah diberikan kepada Pemerintah sebesar Rp.

350.000.000.

Berdasarkan penjelasan diatas perlunya melihat pengelolaan pemberian dana

hibah di Kota Palembang untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi dalam

pengelolaan pemberian dana hibah dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan

bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik

untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu

melihat jumlah pemberian dana hibah yang diberikan pemerintah cukup besar.

Berdasarkan pengamatan dan pendahuluan yang  telah dilakukan oleh

penulis dalam perkembangannya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini

dengan judul “Pengelolaan Pemberian Dana Hibah (Studi Pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2014).”

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembatasan-pembatasan

yang jelas dan tegas untuk pemberian bantuan hibah berbentuk uang yang

bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah agar permasalahan-permasalahan

sebagai akibat penyalahgunaan pemberian bantuan hibah dapat diminimalisasi dan

ditiadakan, sehingga bantuan hibah dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan

tepat sasaran dan juga para penerima hibah dapat memahami dan memenuhi

persyaratan-persyaratan penerima hibah dan mengikuti tata cara pelaksanaan

pemberian hibah dengan baik serta penerima hibah dapat

mempertanggungjawabkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah khususnya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

B. Perumusan Masalah



Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Pemberian Dana Hibah Tahun 2014 Pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pemberian dana hibah pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Pemberian Dana Hibah Pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pemberian

dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada

akademisi Ilmu Administrasi Negara, terutama konsentrasi Administrasi

Keuangan Negara tentang pengelolaan pemberian dana hibah pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan

memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kelompok Masyarakat, Organisasi

Masyarakat maupun Pemerintah Lainnya.
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